SIS — PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

UPAH MINIMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2016

(Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 838/KPTS/DISNAKERTRANS/2015, tanggal 24 November 2015)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : 4

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pe-
kerja, kesejahteraan masyarakat dan untuk mendorong
peningkatan kinerja/peran serta pekerja, maka dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Ta-
hun 2015 tentang Pengupahan, Dewan Pengupahan
Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penghi-
tungan mengenai Upah Minimum Provinsi berdasarkan
tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kebutu-
han hidup layak di Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan tanggal
9 November 2015 telah disepakati besaran Upah Mini-
mum Provinsi Sumsel Tahun 2016 secara musyawarah
mufakat dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal
89 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Gubernur menetapkan Upah
Minimum Provinsi yang merupakan upah bulanan ter-
endah bagi pekerja lajang;

c¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud, dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2015;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pem-
bentukan Daerah Tingkat { Sumatera Selatan {Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 1814];

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ke-
tenagakerjaan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No-
mor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelak-
sanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
707);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013
tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2013 Nomor 1239);

7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pe-
doman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah
Minimum {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2004 Nomor 8 Seri Ej;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Suma-
tera Sefatan {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Se-
latan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dae-
rah Nomeor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Su-
matera Selatan {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU:

Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2016 sebesar Rp. 2.206.000,- (Dua juta dua ratus enam
riou rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja
sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.

KEDUA:

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih
tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetap-
kan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menu-
runkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun
2013 tentang Upah Minimum.

[
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KETIGA: di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Kepu-
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tusan ini.
Provinsi Sumatera Selatan agar segera melaporkan kepada

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan mem- Ditetapkan di Palembang
beritahukan kepada pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan pada tanggal 24 November 2015
ketentuan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun GUBERNUR SUMATERA SELATAN
2015. ttd.
H. ALEX NCERDIN
KEEMPAT:
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kepu- Tembusan:

tusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 675/KPTS/ 1. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta
DISNAKERTRANS/2014tentang Upah Minimum Provinsi 2. Menteri Ketenagakerjaan Rl di Jakarta

Sumatera Selatan Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan ti- 3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
dak berlaku. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat

5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan
KELIMA: di Palembang

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2016 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di- { BN }
ubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila

UPAH MINIMUM KOTA BATAM TAHUN 2016

(Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 1737 Tahun 2015, tanggal 23 November 2015)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pem-
Menimbang : bentukan Kabupaten Pelalawan, 'Kabupaten Rokan
a. bahwa untuk melindungi upah pekeérja/buruh agar ti- Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabu-
dakmerosot pada tingkat yang paling rendah sebagai paten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuan-
akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyelar- tan Sengingi dan Kota Batam {(Lembaran Negara Re-
asan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan publik Indonesia Tahun 1299 Nomor 181, Tambahan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewu- Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3902),
judkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kes- sebagaimana telah diubah bebearapa kali terakhir den-
ejahteraan pekerja/buruh; gan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Per- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Ta-
aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor hun 19929 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan
7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, selain UMP Gu- Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabu-
bernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ paten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kota atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lem-
dan rekomendasi Bupati/Walikota; baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengu- 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
pahan Provinsi Kepulauan Riau dan rekomendasi dari Nomor 4880); :
Walikota Batam sebagaimana dimaksud dalam huruf 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Seri-
b, maka Gubernur sesuai kewenangannya mengtapkan kat Pekerja/Serikat Buruh {Lembaran Negara Republik
Upah Minimum Kota Batam Tahun 2016: Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lemba-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak- . ran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

sud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetap- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pem-
kan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau; bentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara




